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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca Reformasi, perhatian terhadap hak asasi manusia (HAM) di
Indonesia semakian tinggi. Kondisi itu erat kaitannya dengan pengalaman
bangsa Indonesia dipimpin oleh rezim otoritarian pada masa orde baru, dan
juga dipengaruhi oleh perkembangan HAM di berbagai negara dunia.Pada
momentum tersebut, berbagai pihak melakukan upaya-upaya untuk
menguatkan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
oleh negara terhadap warganya.

Capaian penting pada awal masa reformasi di-Indonesia adalah berhasil
melakukan amandemen terhadap konstitusi, UUD 1945 .Amendemen itu
bahkan disebut sebagai reformasi _konstitusi di Indonesia.Salah satu elemen
penting dalam amendemen UUD 1945 adalah memasukan perihal jaminan
HAM bagi setiap orang sebagai pribadi maupun warga negara. Penegasan
jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi warga
negara Indoneisa dalam UUD NRI 1945 merupakan komitmen bangsa
Indonesia, sekaligus ingin mempertegas arah gerak Negara Indonesia menuju
negara hukum yang demokratis.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bangsa Indonesia senantiasa

menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam



segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.Hal ini didasari oleh
pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat
pada diri setiap manusia tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Hak
tersebut bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi,
dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk Negara.
Permasalahan keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan
penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah
untuk direalisasikan.Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah
keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan
dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban adalah mereka yang
menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang
mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan
kepentingan dan hak asasi yang menderita.!Korban kejahatan yang pada
dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana,
justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh
undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi
pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan
sama sekali.Menurut pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan
adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban,
masyarakat dan pelanggar sendiri, dimana dari ketiga kelompok tersebut,

kepentingan “korban kejahatan” adalah bagian utama kejahatan,

! Bambang Waluyo, 2012, Viktimologi perlindungan korban dan saksi, Sinar Grafika,
Jakarta, hIm. 2.



sebagaimanamenurut Andrew Ashworth: “primary an offence against the
victim and only secondarily an offence against the wider comunity or state”.
Sistem peradilan pidana bersifat offender oriented, vyaitu terlalu
mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan
oleh Andi Hamzah:
“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan
dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-
hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula
hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak

terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia

kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan

keadaannya akibat suatu kejahatan”.?

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih mengutamakan hak-hak
tersangka juga diakui Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa: “fungsi
kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitikberatkan
perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa”.Perlindungan
terhadap korban dalam KUHAP hanya diatur dalam Bab XIII pada Pasal 98-
101 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.Akan
tetapi proses/prosedur dan substansi pengaturan dianggap mengandung
kelemahan-kelemahan.*Pada praktiknya juga jarang atau bahkan hampir tidak
pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Hal ini
terjadi karena korban tidak mengetahui haknya, penuntut umum tidak

memberitahukan hak tersebut kepada korban, penasehat hukum tidak mau

2 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta,hIm 25.
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4 Bambang Waluyo, Op. Cit., hlm. 58.



direpotkan, serta hakim yang tidak menawarkan proses ini. Jadi permasalahan
ini cukup kompleks.®

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung offender oriented, maka
viktimologi sebagai studi yang berorientasi terhadap korban memberikan
dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar sistem
peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan, yaitu penyelesaian perkara pidana
dengan konteks keadilan restoratif (Restorative justice).Konsep pendekatan
Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan
pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.®

Konsep keadilan restoratif merupakan Kritik terhadap konsep sistem
peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan
negara.Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta
stablitas sosial.Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara
telah membuat pelaku menderita.Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep
warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk
menekan angka kejahatan dan angka residivisme.’

Pemidanaan yang bersifat offender oriented mengakibatkan pelaku
sebagai subyek utama dalam suatu kejahatan sehingga sanksi yang diberikan
terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku. Kejahatan pada
umumnya mesti melibatkan dua pihak, yatu pelaku dan korban, walaupun

pada kenyataannya ada beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban,

®Ibid

6 Afthonul Afif, 2015, Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoraive Justice, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, hIm. 341-350
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dalam artian bahwa pelaku kejahatan itulah yang sekaligus menjadi korban,
seperti: perjudian dan penyalahgunaan narkoba.®

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan peraturan
perundangundangan yang ada baik yang terdapat di dalam ataupun di luar
Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai perangkat
struktur atau sub sistem yang terdiri dari Kepolisian yang melakukan tugas
penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan yang melakukan tugas penuntutan
terhadap suatu tindak pidana, Pengadilan yang melaksanakan atau
mengimplementasikan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan
hakim, serta Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan yang
bertugas melakukan pembinaan terhadap terpidana agar dapat berintegrasi
secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai
anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan terhadap
terpidana yang mendapat hukuman pidana penjara dilakukan oleh Lembaga
Pemasyarakatan, sedangkan untuk terpidana yang mendapat hukuman berupa
pidana percobaan atau pidana bersyarat dilakukan oleh Badan
Pemasyarakatan.Subsistem-subsistem  tersebut secara keseluruhan dan
merupakan suatu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan menjadi
luaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu menanggulangi
kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-

batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

8G.Widiartana, 2014, Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan,
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, him. 5



Dasar hukum Restorative justice terdapat pada Pasal24 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan
International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)menentukan bahwa setiap anak berhak
untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perrlindungan,karena statusnya
sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan
hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian
sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.

Hukum Pidana yang menduduki posisi-sentral dalam Sistem Peradilan
Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka
melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.Hukum pidana
menjadi penting peranannya, sekarang dan di masa mendatang bagi
masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya disorder,
khususnya sebagai pengendali kejahatan.® Hukum yang baik seharusnya
berpijak dan mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan dan selanjutnya
pijakan terakhir adalah kepastian hukum

Keadilan dalam hukum pidana selama ini sudah dianggap ditegakkan
apabila pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana dijatuhi

sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Pemikiran itu tersebut

® Muhari Agus Santoso, 2002, Paradigma Baru Hukum Pidana, Averroes Press, Malang,
him.12



tidak terlepas dari dominasi paradigma Retributive Justicedalam
pembentukan dan implementasi hukum pidana. Paradigma Retributive Justice
melihat kejahatan sebagai persoalan antara negara dengan individu pelaku
karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban,
ketentraman,dan keamanan kehidupan bermasyarakat telah dilanggar oleh
pelaku.'°Retributive Justicememandang bahwa wujud pertanggungjawaban
pelaku harus bermuara pada penjatuhan sanksi pidana. Kerugian atau
penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh
pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Banyak pendapat
mengemuka terkait dengan penjatuhan sanksi pidana, dikatakan bahwa
substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum
pidana yang selama inidijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun
bagi pemulihan penderitaan korban.Selama ini sanksi pidana lebih merupakan
“pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku kepada Negara daripada
wujud pertanggung jawaban - pelaku atas perbuatan jahatnya kepada
korban.Padahal yang langsung mengalami penderitaan atau kerugian akibat
tindak pidana itu adalah korbannya.

Konsep restorative justicemeliputi pemulihan hubungan antara pihak
korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan
bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan
mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk

menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, Kkerja sosial,

10 G, Widiartana, 2013, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan,
UAJY,Yogyakarta, him.102.



maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting, karena
proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak
yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif
dalam penyelesaian masalah mereka.

Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan saja tempat
yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan
mencari keadilan. Sehingga, setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa
memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah
penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum.
Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi,
semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk
pemidanaan (punishment) tanpa melihat esensinya. Padahal, dalam suatu
peradilan pidana, pihak-pihakyang berperan adalah penuntut umum, hakim,
terdakwa, dan penasehat hukum serta saksisaksi. Pihak korban diwakili
oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang
bersangkutan dijadikan saksi - (korban).!!Namun hal tersebut belum
memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi korban kejahatan.

Padahal di banyak negara sudah mulai memikirkan alternatif lain untuk
menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat. Hal ini disebabkan
karena ketidakpuasan dan frustasi terhadap penerapan hukum pidana yang
ada selama ini, serta penerapan sistem peradilan pidana (Criminal Justice

System) yang tidak memberikan keadilan bagi individu, perlindungan

11 Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika,
Jakarta, him. 8.



kepada korban, dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Apabila
dilihat dari sejarahnya, pendekatan model restorative justicesebenarnya
merupakan pendekatan darurat pada era 1960 dalam  rangkat
menyelesaikan kasus-kasus pidana, yang tidak menggunakan sistem
peradilan pidana. Dengan pendekatanrestorative justiceini, pendekatan ini
fokus pada partisipasi secara langsung dari pelaku, korban dan masyarakat
dalam proses penyelesaian kasus-kasus pidana. Memang pendekatan ini
dalam praktek masih mengalami perdebatan secara teori, namun pandangan
ini berkembang dan mempunyai dampak terhadap kebijakan hukum (legal
policy) dan praktek penegakan hukum di beberapa negara. Restorative
justicedianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk
merespon berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dari kinerja
sistem peradilan pidana pada saat ini.

Dalam ilmu hukum pidana, ada dua jenis delik sehubungan
denganpemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.Delik biasa
diartikan sebagaisuatu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan tanpa
adanya persetujuandari pihak yang dirugikan (korban).Adapun delik aduan
merupakan tindak pidanayang baru dapat dilakukan penuntutan bila ada
pengaduan dari yangberkepentingan.Perumusan delik-delik aduan dapat
dijumpai di pasal-pasal dalamKUHP. Pasal-pasal yang memuat rumusan delik
aduan diantaranya yakni Pasal 284,287, dan 293 KUHP tentang delik
kesusilaan, Pasal 310 sampai dengan 321 KUHPmengenai delik penghinaan

dan pencemaran nama baik, Pasal 322 dan 323 KUHPtentang delik membuka



rahasia seseorang, Pasal 332 KUHP soal kejahatan terhadapkemerdekaan
orang dengan membawa pergi seorang wanita belum dewasa tanpadiketahui
orangtua atau walinya dengan persetujuan wanita itu, dan lainsebagainya.
Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik
aduanrelatif.Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan
merupakandelik aduan.Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan
tertentumerupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik
aduan.Contohdari delik aduan relatif yaitu pencurian antar keluarga dekat
(pasal 367 KUHP).

Bahwa terkait dengan proses penyelesaian tindak pidana delik aduan di
Kepolisian Resort Kota Cirebon sebagian menggunakan pendekatan restoratif

justice, disajikan pada tabel berikut:

No | Pengadu/ | Ter- Tindak pidana Tol Tol Alasan
Pelapor | lapor Pengaduan | penghentian | Penghenti
[Laporan | penyidikan an
1 |F1 S melakukan tindak pidana | 20 Juli 20 Agustus | restorative
kekerasan fisik dalam lingkup 2020 2020 justice
rumah tangga Pasal 44
Undang-undang Nomor 23
tahun 2004 Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
2 |HR A melakukan tindak pidana 01 18 restorative
pencemaran  nama  baik | september | semptember justice
/penghinaan,  Pasal 310 2020 2020
KUHP
3 | M FY melakukan tindak pidana | 03 agustus | 13 oktober | restorative
penggelapan dalam jabatan, 2020 2020 justice

Pasal 374 KUHP
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Pada praktiknya pendekatan keadilan restoratif sering diterapkan dalam
perkara diluar aturan normatif tersebut.Tidak adanya payung hukum dan
kekhawatiran penyidik disalahkan oleh atasan/komite pengawas merupakan
salah satu faktor kendala dalam menerapan konsep keadilan
restoratif.'?Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik
untuk menyajikan penulisan hukum dengan judul RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DELIK

ADUAN DI KEPOLISIAN RESORT KOTA CIREBON.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,
ruang lingkup permasalahan pokok pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana restorative justicedalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana implementasirestorative justice dalam penyelesaian perkara
tindak pidana delik aduan di Kepolisian Resort Kota Cirebon?
3. Apakah terdapat kendala-kendala implementasi restorative justice dalam
penyelesaian perkara tindak pidana delik aduan di Kepolisian Resort

Kota Cirebon dan bagaimana solusinya?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini

sebagai berikut:

2 Roberto Pardede, 2010, Implementasi Restorative Justice oleh Penyidik POLRI, him. 13.
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1) Untuk mengetahui dan menganalisis restorative justicedalam sistem
hukum pidana di Indonesia

2) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi restorative justice
dalam penyelesaian perkara tindak pidana delik aduan di Kepolisian
Resort Kota Cirebon.

3) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala implementasi
restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana delik aduan

di Kepolisian Resort Kota Cirebon dan solusinya.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini mempunyai manfaat, antara lain yaitu:
1) Manfaat Teoritis
Penelitian ini bermanfaat bagi studi ilmu hukum dan perkembangan
terhadap restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana
delik aduan di Kepolisian Resort Kota Cirebon.
2) Manfaat Praktis
a. Bagi Aparat Penegak hukum
Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan atau masukan
terhadap aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga negara yang
berkaitan agar menangani suatu perkara pidana secara komprehensif
dan proporsional.
b. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan

tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai restorative
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justicedalam penyelesaian perkara tindak pidana delik aduan di
Kepolisian Resort KotaCirebon.

c. Bagi Penulis
Agar penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan khususnya
dalam bidang hukum pidana, restorative justice dalam penyelesaian

perkara tindak pidana delik aduan di Kepolisian Resort KotaCirebon.

E. Kerangka Konseptual
1. Restorative justice
Istilah restorative justice merupakan terminologi asing yang baru
dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan
Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar
wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika
Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah
diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai
dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.*®
2. Delik aduan
Adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang
yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.*
3. Tindak Pidana
Merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan

dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

13 Eriyantouw Wahid, 2009, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam
Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, him. 1.
14 https://id.wikipedia.org/wiki/Delik_aduan
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dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum
pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.®
. Hukum Pidana
Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau
dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan
standar dalam memahami makna dan konsep hukum.®Notohamidjojo
mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis
dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan
manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah
kepada keadilan, - demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan
memanusiakan manusia dalam masyarakat.'’Sedangkan menurut Soedarto
pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.8
. Sistem Peradilan Pidana
Sistem Peradilan pidana di Indonesia atau biasa dikenal dengan
sebutan criminal justice system berbicara mengenai hukum formil atas
suatu proses penegakkan hukum materiil yang dimana mencakup tahapan-
tahapan dalam sistem peradilan Indonesia itu sendiri yaitu dari tahap

penyelidikan & penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan

15 Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik,

Alumni, Bandung, him. 6

16 Ranidar Darwis, 2003, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi

Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI,

17" 0. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, him

®Muladi dan Barda Nawawi Avrief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,

Bandung, him 2.
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pengadilan serta pelaksanaan putusan sebagaimana diatur didalam
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana.®

F. Kerangka Teori
1. Teori Penegakan Hukum
Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono
Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan
serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup. Penegakan “hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan
perundang-undangan  namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-
keputusan hakim.?°
Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum” mengemukakan ada 5 faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum yaitu:
1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi
pada undang-undang saja.
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.?

19 Indonesia, Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No 8 Tahun 1981

20 Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him. 7.

Zbid., him. 8.
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Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur
daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas perundang-undangan
tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,

2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di
dalam masyarakatnya.

4) Bagaimana proses lahirnya suatu. perundang-undangan, yang tidak
boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat),
yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation
(undang-undang sapu), yang memiliki-kualitas buruk dan tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakatnya.??

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada
ketidakserasian = antara  “tritunggal”  nilai, kaidah dan pola
perilaku.Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara
nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang
bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu
kedamaian pergaulan.®Penegakan hukum erat kaitannya dengan fungsi
penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian.

Adapun konsep yang relevan digunakan dalam penelitian ini antara

lain sebagai berikut:

22 Achmad Ali 1, Op.cit., him. 378-379.
23 Soerjono Soekanto, Loc.cit.
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a. Konsep diskresi

Diskresi dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu
kebijaksanaan, keleluasaan.?*Sejalan dengan itu, dalam kamus hukum
yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai
kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi
menurut pendapatnya sendiri.®®Diskresi adalah wewenang yang
diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan
penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri. Gayus T.
Lumbun berpendapat bahwa diskresi adalah kebijakan dari pejabat
negara, baik pusat maupun daerah yang intinya memperbolehkan
pejabat publik untuk melakukan sebuah kebijakan yang melanggar
undang-undang- dengan tiga Syarat yaitu, demi kepentingan umum,
masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar
azas-azas umum pemerintahan yang baik.?*Dengan beberapa
pengertian tersebut di atas, bahwa diskresi itu dilakukan bukan lepas
dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam
kerangka hukum.?’

Didalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa :

24 M. John Echol & Hasan Shadilly, 2002, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, him.185

%5 Simorangkir, dkk, 2002, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hIm.38

% Komisi Kepolisian Nasional, 2002, Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan
Implementasinya di Lapangan, Komisii Kepolsian nasional, Jakarta, him.25

27'M. Faal, Op.cit, him.16.
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a. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat
bertindak menurut penilaiannya sendiri.

b. Pelaksanaan ketentuan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Meskipun Polisi bertindak seolah-olah justru tidak berdasarkan
hukum positif yang berlaku, namun apabila dikaji lebih dalam justru
tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat menjunjung tinggi
tujuan hukum itu sendiri yaitu Kketertiban dan perlindungan
masyarakat.Dengan dimiliknya diskresi oleh polisi maka polisi
mempunyai kewenangan dalam menerobos suatu bentuk kekakuan
hukum yang lebih menonjolkan sisi legisme semata, dalam mencapai
suatu bentuk keadilan yang nyata.Penting untuk melakukan mediasi
penal dalam tahap penyidikan Kepolisian terutama pada kasus
penganiyayaan ringan mengingat penganiyayaan ringan merupakan
salah satu delik yang tidak menimbulkan dampak/kerugian yang
signifikan terhadap masyarakat.Pelaksanaan mediasi penal oleh
kepolisian merupakan penerapan asas Ultimum Remidium, hukum
pidana merupakan sarana terakhir.Dalam hal tindak pidana ringan
yang yang bisa diselesaikan dengan perdamaian dapat digunakan

metode mediasi penal dengan berlandaskan pada keadilan

18



restoratif.Jika mediasi penal tidak mennghasilkan kesepakatan
penyelesaian dengan damai antara para pihak, maka hukum pidana
baru akan digunakan sebagai “obat terakhir”.
b. Konsep mediasi/ADR

Mediasi bukanlah metode baru dalam menyelesaikan sengketa di
Indonesia. Substansi mediasi sama dengan mekanisme musyawarah
mufakat yang telah dipakai oleh begitu banyak suku yang berbeda
adat, bahasa dan cara menyelesaikan sengketa yang tersebar di seluruh
Indonesia. Pendekatan melalui jalur mediasi (ADR), pada mulanya
termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam
perkembangannya digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana
diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995
dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara
pidana yang mengandung unsur fraud dan white-collar crime atau
apabila terdakwanya korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak
menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi
kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi
kemungkinan terjadinya pengulangan.?® Muzlih MZ sebagaimana
dikutip Ridwan Mansyur berpendapat bahwa mediasi merupakan
suatu proses penyelesaian pihak- pihak yang bertikai untuk

memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian

28 Fatahilah A. Syukur, Op.Cit. him.49
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yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).?
Penerapannya mediasi pada ranah perdata hampir sama dalam
penyelesaian pada tindak pidana, namun untuk membedakan dengan
mediasi pada sengketa keperdataan maka digunakanlah istilah mediasi
penal atau penal mediation.

Berdasarkan Council of Europe Committee of Ministers dalam
recommendation no. R (99) 19 Of the Committee of Ministers to
member states Concerning Mediation in Penal di negara-negara eropa
sebagai berikut:*°

“penal mediation is any process whereby the victim and the

offender are enabled, if they freely consent, to participate actively

in the resolution of matters arising from the crime through the
help of an impartial third party (mediator)”

Dalam terjemahan bebas, dapat diartikan bahwa mediasi penal
merupakan suatu proses yang memungkinkan mempertemukan korban
dan pelaku tindak pidana, jika mereka menghendakinya secara bebas
untuk secara aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah yang
muncul dari kejahatan melalui bantuan pihak ketiga yang tidak
memihak atau mediator

. Teori Restorative justice
Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan
restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era

tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan

pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pen

2 Ridwan Mansyur, Op.cit, him.137
% Agustinus Pohan, Op.cit. him.320
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dekatan ini  menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari
pelaku,korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai
suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan
korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk
mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.3!

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar restorative
justice sebagai berikut:

a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.

b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.

d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.

e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari
kejahatan di masa depan.

f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak,
baik korban maupun pelaku.

Seorang ahli krimonologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall
dalam tulisannya “Restorative justice an Overview” mengatakan:
“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a
particular offence come together to resolve collectively how to deal with
the aftermath of the offence and its implication for the future” (restorative

justice adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan

81 Marian Liebmann, 2007, Restorative Justice, How it Work, London and Philadelphia:
Jessica Kingsley Publishers, him. 25
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dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan
persoalan secara bersamasama bagaimana menyelesaikan akibat dari
pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Penjelasan terhadap definisi restorative justice yang dikemukakan
oleh Toni Marshal dalam tulisannya “Restorative justice an Overview”,
dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “Restorative justice a
Vision For Hearing and Change” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci
dari restorative justice yaitu:

a. Restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus.

b. Restorative justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian
yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.

c. Restorative justice memberikan pertanggung-jawaban langsung dari
pelaku secara utuh.

d. Restorative justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga
masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.

e. Restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar
dapat men cegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep
restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian tindakan
pelanggaran huku yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan

pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat
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berbicara.®?Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa
penyelesaian suatu kasus pidana melalui restorative justice pada dasarnya
adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan
korban dalam sebuah forum.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan
restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku
pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap
perbuatan pidana yang dilakukan.Serta bagaimana korban dapat
memperoleh keadilan.Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan
yang adil.Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban,
maupun masyarakat berperan besar di dalamnya.Korban diharapkan mem
perolen kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku
untuk = mengganti kerugian —dan mengurangi penderitaan yang
dialami.Dalam restorative justice, pelaku harus bertanggung jawab penuh
sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk restorative justice yang
dikenal adalah reparative board/youth panel yaitu suatu penyelesaian
perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibat kan
pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang

berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan

%2 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan
Restorative Justice, Cet I, Refika Aditama, Bandung, him. 180
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ganti rugi bagi korban atau masyarakat.3® Pelaksananan diversi dan
restorative justice memberikan dukungan terhadap proses perlindungan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep
restorative justice, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda
Nawawi Arief yang me nyebutkan bahwa syarat pemidanaan ada dua hal
yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain
pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai
tindakpidana dan pertanggungjawaban pidana.3*

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan  bahwa masalah
penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana
dan peradilan pidana.Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan
merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-
undang yang merupakan suatu abstrak.®® Kemudian hakim mempunyai
kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang
akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.

3. Teori Keadilan dalam Islam

Menurut Harun berkenaan dengan kehendak Tuhan, kaum

mu’tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan yang telah memberikan

kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak

33Septa Candra, 2013, Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum
Pidana di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No.2, him. 269

% Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. II, Citra
Aditya Bakti, Bandung, him. 88

% Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke
Reformasi, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, him. 72
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dan perbuatannya.Oleh karena itu Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat
absolut kehendak-Nya.*menurutnya Tuhan telah menciptakan akal
manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk
secara obyektif.

Mu’tazilah percaya pada kekuasaan akal dan kemerdekaan serta
kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari
sudut rasio dan kepentingan manusia. mereka selanjutnya berpendapat
bahwa manusia yang berakal sempurna kalau berbuat sesuatu pasti
mempunyai tujuan, baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang
lain, Tuhan juga mempunyai tujuan perbuatannya, tetapi karena Tuhan
Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan
Tuhan adalah kepentingan maujud selain Tuhan.

Asy’ariyah berpendapat bahwa Tuhan menghendaki apa yang ada
dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang ada
artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki,
maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendaki kekafiran bagi
manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yang mendapat
petunjuk.

Tuhan dalam faham Asy’ariyah dapat berbuat apa saja yang
dikehendakinya, sesungguhnya hal itu menurut pandangan manusia adalah
tidak adil. Asy’ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah, jika

memasukan seluruh manusia ke dalam neraka.Perbuatan salah dan tidak

% Harun Nasution, 1986, Teologi Islam, Ul Press, Jakarta, him. 118.
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adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena itu Tuhan tidak
pernah bertentangan dengan hukum.®’

Faham Asy’ariyah tentang keadilan Tuhan merupakan keadilan raja
yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar
hak orang lain, tetapi tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa dikatakan tidak
adil, walaupun manusia mengangap hal tersebut tidak adil.apabila ini tetap
dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah dan
Tuhan masih adil. Dengan demikian faham Asy’ariyah yaitu apa yang
telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan.

Mengenai kewajiban Tuhan memenuhi janji dan ancaman-Nya,
AlBazdawi menerangkan bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk
member upah kepada yang berbuat baik.akan tetapi bisa saja Tuhan
membatalkan ancaman untuk member hukuman kepada orang yang
berbuat jahat. Nasib orang yang berbuat jahat ditentukan oleh kehendak
mutlak Tuhan.*

Mengenai perbuatan manusia Maturidiyah Bukhara berpendapat
bahwa manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan,
hanyalah Tuhan yang dapat mencipta dan manusia hanya dapat
melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya.

Dengan demikian Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa
keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak

mutlak Tuhan.Al-Bazdawi mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai

87 Al-Asy’ariy, 1992, Kitab al-Luma’, Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique, him. 71.
$Abdul Razak dan Rosihan Anwar, 2011, limu Kalam, cet. VI, Pustaka Setia, Bandung,
him. 159.
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tujuan dan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong
untuk menciptakan kosmos, Tuhan berbuat sekehendak-Nya sendiri. Ini
berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia
atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk
kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak.

Menurut Satria Effendi M. Zein, Magasid Syariah adalah tujuan
Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu
dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan hadist sebagai alasan logis
bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan
manusia.*®

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk
mewujudkan - hamba dunia akhirat.menurutnya, seluruh hukum itu
mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari
empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dinamakan
Hukum Islam.4°

Salah satu hal yang mendasari pemikiran magasid syariah sebagai
instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkannya
hukum Islam.Magasid Syariah penting untuk dipahami karena dengannya
wawasan Kita tentang Hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang
tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia
memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan

larangan-larangan-Nya. Magasid syariah adalah tujuan yang menjadi target

him 3.

%9 Satria Effendi M. Zein, 2005, Ushul Figh, cet.1, Kencana, Jakarta, him. 233
40 Tbnu Qayyim, I’lam al-Muwagqi’in Rabb al-‘Alamin, Jilid III, (Beirut : Dar al-Jayl, t.th),
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nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan
manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu,
keluarga, jamaah dan umat.*

Al-Syatibi menyebutkan tiga syarat yang diperlukan untuk
memahami maqgasid syariah. Ketiga syarat itu adalah a) Memiliki
pengetahuan tentang bahasa arab lafaz’am, lafaz khas, musytarak, haqiqat,
majaz, dilalah lafaz dan nasakh. b) Memiliki pengetahuan tentang sunnah.
c) Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat.

Untuk mewujudkan dan memelihara magasid syariah, Al Syatibi
membagi ke  tiga tingkat  yaitu dharuriyat, hajiyat, dan
tahsiniyyat.Pengelompokkan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala
prioritas. Urutan level ini secara hirarkis akan terlihat kepentingan dan
signifikansinya, masing-masing level tersebut satu sama lain saling
bertentangan. Dalam konteks ini level dharuriyat menempati peringkat
pertama disusul hajiyyat dan tahsinayyat. Dhahuriyyat adalah memelihara
kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia manusia.
Contoh: dalam memelihara agama, aspek dhahuriyyat mendirikan shalat.
Hajiyyat tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi
manusia. Contoh: dalam memelihara agama, aspek hajiyyat keharusan
menghadap ke Kiblat. Tahsinayyat adalah kebutuhan yang menunjang

peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah

“yusuf Qardawi, 2007, Figh Magasid Syari’ah, Pustaka Al-Kautsar, him. 18.
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SWT.Contoh : dalam memelihara agama, aspek tahsinayyat menutup
aurat.*

Ketiga yang disebutkan di atas pada hakikatnya untuk menjaga
kelima maqasid syariah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).Al-
Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran
dan hadist, bahwa hukumhukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan
kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.*

Pembahasan magasid syariah dilakukan Al-Syatibi secara khusus,
sistematis dan jelas.Secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah
menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahatan hidup
manusia, baik di dunia maupun di akhirat.Oleh Karena itu, hukum harus
mengarah pada dan merealisasikannya terwujudnya kemaslahatan.doktrin
magasid syariah adalah satu, yaitu maslahah atau kebaikan dan
kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. oleh karena
itu, al-Syatibi meletakan posisi maslahat sebagai ‘illat hukum atau alasan
pensyariatan hukum Islam.

Dalam menempatkan illat sebagai maslahah An-Nabhani berbeda
dengan Al-Syatibi, An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati

menekankan berulangulang, bahwa maslahat itu bukanlah illat atau motif

42 Asafri Jaya Bakri, 1997, Konsep Magasid Syariah menurut Al-Syatibi, Logos Wacana
Ilmu, Jakarta, him. 72

43 Abu Ishaq Al-Syatibi, 2003, Almuwafagat fi Ushul Al-Syari’ah, Jilid 1, Cet. 111, Beirut:
Dar Kutub al-‘Tlmiyyah, hlm. 195.
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(al-ba’its) penetapan syariah, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan
(ghayah) atau akibat (‘agibah) dari penerapan syariah.**

Menurut An-Nabhani mengatakan hikmah bukanlah ‘illat karena
nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (shigat) tidaklah
menunjukan adanya ‘illat, namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat
(maslahat) sebagai hasil penerapan syariah. Misalnya firman Allah SWT
dalam Alquran Surat Al-Isra (17) Ayat 82 dan Al-Anbiya Ayat 107 yang
berbunyi,”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam”. Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak
mengandung shigat ta’lil (bentuk kata yang menunjukkan ‘illat), misalnya
dengan adanya lam ta’lil. Jadi, maksud ayat ini, bahwa hasil (al-natijah)
diutusnya Muhammad Saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat
manusia. artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan

syari’at bukan ‘illat dari penetapan syari’at

G. Metode Penelitian
Dalam penulisan suatu karya ilmiah, terdapat salah satu komponen
penentu sebagai syarat yang dipergunakan untuk pencarian data dari hasil
karya ilmiah tersebut, dalam hal ini adalah metode penelitian. Menururt
Sutrisno Hadi yang dimaksud dengan metodelogi ialah suatu cara/ metode

untuk memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syaratsyarat yang

44 Tagiyuddin an-Nabhani, 1953, Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Ushul al Figh, juz I,
AIQuds : Min Mansyurat Hizb At-Tahrir, him. 359-360
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keras, yang maksudnya adalah menjaga ilmu pengetahuan yang dicapai dari
suatu research dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.*
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis empiris, di mana mempunyai maksud untuk mengkaji aspek
yuridis dan empiris dalam restorative justice dalam penyelesaian perkara
tindak pidana delik aduan di Kepolisian Resort KotaCirebon.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
deskriptif analitis, yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh
gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan
diteliti. Analisis - dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang
diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab
permasalahan.*®
Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan, menggambarkan
secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok
tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk
menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala

lain dalam masyarakat.*’

4 Sutrisno Hadi, 1979, Metodelogi Reserch, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, him.4.

46 Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni,
Bandung, him. 101.

47 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja, Jakarta,
him. 25.
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3. Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan melalui
data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yaitu
fakta atau keterangan berkaitan dengan sumber data yang
bersangkutan, yang berasal dari Kepolisian Resort Kota Ceirebon.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari
kepustakaan yang merupakan hasil penelitian.Yang sudah tersedia
dalam  bentuk  buku-buku yang biasanya disediakan di
perpustakaan.4®
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian
yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah
berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan
hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

48 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi llmu Hukum,
Mandar Maju, Bandung, him. 65
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3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005
Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And
Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak
Sipil Dan Politik)
b. Bahan hukum sekunder
Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan
penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang
dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur,
makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-
sarana pendukung lainnya.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:
a. Data primer diperoleh melalui:
1) Wawancara
Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis akan
melakukan wawancara, yang bertujuan untuk memperoleh
informasi secara langsung terhadap pihak yang terkait, antara
lain wawancara dengan pihak penyidik Kepolisian Resort Kota

Cirebon
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2) Observasi
Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek
kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan
dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang
diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban
responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan
langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.*°
b. Data sekunder diperoleh melalui:
1) Studi Kepustakaan
Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan
data tidak langsung dilakukan dan ditunjukan pada subjek
penalitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literature-literatur,
jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan terkait
permasalahan.
Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan ~ metode analisis  sejarah
kualitatif. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip
umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam
kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial

budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang

49BurhanBungin.2008.Penelitian Kualitatif(Komunikasi,Ekonomi,Kebijakan Publik, Dan
Ilmu Sosial Lainnya), edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
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bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang

berlaku.>®

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan  Penelitian, Manfaat Penelitian,
Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan
Sistematika Penulisan.

TINJAUANPUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang
Restorative justice, Tindak Pidana, Delik Aduan, Sistem Peradilan
Pidana, dan Restorative justicemenurut perspektif Islam

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentangrestorative justicedalam
sistem hukum pidana di Indonesia, implementasi restorative
justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana delik aduan di
Kepolisian Resort Kota Cirebon, kendala-kendala implementasi
restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana delik

aduan di Kepolisian Resort Kota Cirebon dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

5 Ashshofa, Burhan, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, him 21
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Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai

hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.

UNISSULA
Aezllul/| ERblelyizela
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